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Wasil analisis biaya pada awal 90an menunjukkm bahwa industri pulp dan 
kertas di Indonesia mempunyai biaya produksi lebih rendah (US$ 285/ton) 
dibandingkan dengan Canada (US$ 429/ton) dan negara-negara Skandinavia 
(US4 485/ton). Pada saat public expose dan terrnuat dalam prospektus go public, 
sebuah perusahaan pulp dan kertas menyatakan bahwa biaya produksi mereka 
adalah termurah di dunia. Sthuktur biaya industri pulp dan kertas Indonesia 
pada awal tahun 90m dihnjukan pada Lampiran 1. 

Struktur biaya pembuatan pulp dan kertas di Indonesia termasuk yang paling 
murah karena alasan-alasan sbb: 

1. Biaya bahan baku, tenaga keja, dan input tambahan untuk pengolahm 
pulp, yaitu kaolin cukup murah. Biaya tenaga keja misalnya diidenaikasi 
hanya 1/3 dari Thailand dan Malaysia, dan 1/70 dari Taiwan (Ausnewz, 
1997). 

2. Biaya energi juga murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 
lainnya, maupun negara maju. 

3. Industri pulp dan kertas memerlukan banyak air untuk keperluan 
processing dan pemutihan. Biaya air dan sangsi ekonomis pencemaran 
Iingkungan di Indonesia relatif murah dibandingkan di negara produsen 
kertas lainnya di dunia, seperti AS dan negara-negara Skandinavia. 



4. Pertumbuhan kebuluhan akan pulp  dan kertas di dalam negeri cukup 
tinggi, sehingga produksi pulp  dan kertas di dalam negeri akan rnurah 
karena dapat menarik manfaat economies of scale. 

Selama periode tahun 1997 dan 1998, dirnana Indonesia sedang dilanda krisis, 
operating rate hdustri pulp dan kertas tetap meningkat. Kenyataan ini 
menunjukkan bahwa daya saing industri pulp dan kertas di Indonesia cukup 
tinggi. Artinya, iklim usaha industri pulp dan kertas telah terbukti dapat 
diciptakan. Hasil studi yang dilakukan Ausnewz (1997), misalnya, 
rnenyimpulkan bahwa situasi pada awal 90an tersebut telah mewujudkan 
semangat nasional bahwa hdustri pulp dan kertas akan menjadi tulang 
punggung ekonomi dan disebutnya sebagai "masters of the universe". 

Namun dernikian, di tengah-tengah optimisme perkembangan indusbi pulp 
dan kertas di atas, dalam satu tahun terakhir, industri pulp dan kertas di 
Indonesia banyak mengalami guncangan. Guncangan ini lebih banyak 
disebabkan oleh masalah-masalah politik, sosial d m  lingkungan hidup seperti 
dugaan keterlibatan KKN, pencemaran lingkungan, maupun kerusakan hutan. 
Hal-ha1 yang menjadi hambatan pengembangan industri gulp dan kertas 
tersebut seluruhnya berkaitan dengan lemahnya kebijakan publik di masa lalu, 
sehingga dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan hidup sampai 
kini belum dapat dikendalikan. 

2. Pasokan Kayu di Era Ekolabeling 

Sebagaimana diuraikan di muka, salah satu keunggulan pabrik pulp dan kertas 
di Indonesia adalah murahnya bahan baku kayu. Namun demikian perlu 
dicermati bahwa pendirian indusiri ini pada awalnya dipasok dari kayu hutan 
alam, HPH atau IPK. Dengan demikian, murahnya bahan baku tersebut lebih 
karena adanya subsidi atas 'kelimpahan semu' kayu dari hutan alam. Hasil 
evaluasi beberapa studi kelayakan menunjukkan bahwa dari areal yang 
digunakan untuk HTI, 72% masih mempunyai potensi kayu yang dapat 
digunakan sebagai bahan baku pulp. Adanya kelimpahan kayu dari hutan alam 
ini menjadi salah satu sebab rendahnya dorongan para pengusaha untuk 
melaksanakan pembangunan HTI. 

Seseorang direktur utama dari suatu Iioldilzg company perusahaan kayu 
rnengatakan "seandainya mereka (pernilik pabrik pulp dan kertas) iidak terlafu 
lama menggunakan kayu dari hutan alarn, apakah dari HPH atau IPK, 
mungkin tuduhan merusak hutan terhadap pabrik pulp dan kertas, tidak 
separah yang dilancarkan sekarang ini" (Tropis, Juni 2000). 

Beberapa aspek tentang pembangunan HTI dapat disarikan sebagaimana 
disajikan dalam Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut : 
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1. Kebijakan pernerintah melalui pemberian subsidi pembangunan HTI d m  
penetapan lokasi IlTI dalam areal eks HPH telah sangat rnenarik minat 
swasta. Sarnpai dengan Oktober 1999, jumlah pernohon ElTI sebanyak 145 
perusahaan, dan dalam waktu yang sama hanya 98 diantaranya dapat 
disehjui pernerintah. 

2. Secara umum kinerja pembangunan HTI belurn seperti apa yang 
diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan luas tanaman yang 
relaiit rendah yaitu sebesar 22% dari luas yang dicadmgkan (Lampiran 2). 
Disamping itu, pembangunan I-ITI juga memicu te jadinya konflik sosial 
akibat ketidak-pastian lahan usaha. Selama 10 tahun terakhir IlTI juga 
mengalami kebakaran rata-rata seluas 44.000 Ha per tahun. 

3. Terbukti bahwa sebagian besar dari perusahaan penerima subsidi 
kine janya lebih buruk dan dalam waktu yang sarna terdapat perusahaan 
yang tidak menerima subsidi, justru kinejanya lebih baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara ekonomi, kebijakm subsidi tidak 
mempengaruhi baa-buruhya kinerja pembangunan I-ITI. Dengan kata 
lain, dalam kondisi tertentu, subsidi pernbangunan W I  tidak diperlukan. 
Rata-rata luas unit HTI ymg tidak menerima subsidi DR sebesar 55.000 Ha. 

4. Dalam ha1 tejadi kegagaIan kebijakan (polin~failtrre) subsidi pembangunan 
HIT, dua alternatif pernasalahan tejadi yaitu adanya kelemahan dalam 
penetapan calon investor pembangunan HTI dan/atau tejadinya nzoral 
hazard, yaitu penyimpangan penggunaan subsidi yang disediakan. Calon 
investor pembangunan IITI, yang ditemukan dari beberapa kasus, adalah 
perusahaan yang hanya ingin memadaatkan subsidi dan adanya kayu di 
hutan alam yang dapat diperdagangkan. Sedangkan moral hazard tejadi 
akibat adanya asset publik (dana DR) yang digunakan, yang tidak disertai 
kontrol penggunaan secara ketat. 

5. Sebuah Studi Fahutan IPB (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang 
berhasil mernbangun HTI adalah perusahaan yang mempunyai industri 
dengan menggunakan kayu dari hasil HTI yang dibangunnya, dan dalam 
waktu yang sarna tidak mernungkinkan mendapatkan sumber-sumber 
pasokan kayu dari tempat lain. Ha1 ini menunjukkan bahwa adanya faktor- 
faktor ekonomi bagi suatu perusahaan yang menyebabkan kayu I-ITI 
sebagai "barang langka", mejadi pendorong minat yang sesungguhya 
(genuine inferesf)  dalam membangun HTI. Perusahaan I-ITI yang 
menghadapi situasi demikian, ada atau tidak ada subsidi, terbukii mampu 
membangunan HTI dengan lebih baik. 

Lemahnya implementasi pengaturan IITI tersebut terletak pada dua pokok 
rnasalah kelembagaan pembangunan HTI yaitu : 

1. Pilihan kelembagaan yang menggabungkan antara "keharusan" 
membangun HTI" atas inisiatif pemerintah dan "pgihan-pilihan aloka~ 



investasi" yang menjadi dasar keputusan swasta, yang keduanya dikemas 
dalam bentuk Iembaga patungan antara swasta dan BUMN terbukti tidak 
dapat menjalankan misi pembangunan I-ITI yang menjadi keinginan 
pemerintah. Bentuk kelembagaan seperti itu juga telah mengaburkan tugas 
dan fungsi pemerinbh sebagai lembaga publik, dan di pihak lain 
membebani swasta yang benar-benar ingin berinvestasi untuk menghadapi 
masalah semakin kurangnya kayu untuk memasok kebutuhan bahan baku 
industrinya. 

2. Sepanjang kineja pengelolaan hutan alam masih seperti saat ini, dimana 
kayu dari hutan alam dapat dengan leluasa rnemasok industri perkayuan 
secara nasional yang sudah over capacity, maka insentif bagi pembangunan 
W I  secara ekonomi tidak akan berfungsi secara efektif. Insentif dari Dana 
Reboisasi yang relatif besar jurnlahnya, dengan sistem pencairan yang 
lernah akuntabilitasnya, justru mendorong tejadinya moral hazard. 

Ekolabeling merupakan rangkaian sertifikasi, mulai dari sertifikasi hutan 
sebagai sumber bahan baku @rest sertification for sustainable forest managemenv 
SFM), sertifikasi lacak balak (chain of custody) yang ingin memastikan bahwa 
kayu yang diolah di suatu pabrik adalah kayu yang berasal dari hutan yang 
klah mendapa&an sertifikasi hutan, serta sertifikasi produk @roduct 
sertification) yang mernastikan bahwa produk yang dihasaan oleh suatu pabrik 
disamping mengolah kayu dari hutan yang telah mendapat sertifikasi hutan 
juga dalam proses produksiya dapat rnengendalikan dampak negatif terhadap 
lingkungan sampai pada ambang batas yang telah disepakati (produksi 
bersih). . 

Kondisi ideal yang ingin dicapai dalam era ekolabehg adalah terwujudnya 
pengelolaan sumber bahan baku (hutan produksi) yang dapat memenuhi 
kriteria SFM, terdapat sistem tata niaga kayu dalarn perusahaan yang dapat 
memastikan tidak adanya kayu ilegal dan/atau non sertijed wood, serta 
diaplikasikamya teknologi produksi di pabrik yang ramah lingkungan. Tiga 
persyaratan ekolabeling tersebut secara umum sampai saat hi masih belum 
dapat dipenuki. Banyak hal-hal rnendasar yang menjadi hambatan ekolabeling, 
utamanya menyangkut lemahnya kebijakan pengelolaan hutan, termasuk HTI, 
sebagahana diuraikan di atas. 

Dalam pejalanan ke depan, pemanfaatan hutan alam mernang semakin 
dibatasi. Dalam hal ini pemerintah segera akan mengkoordkasilkan 
implementasi kebijakan penundaan konversi hutan alam, upaya-upaya untuk 
mengatasi penebangan liar, serta restrukiurisasi industri prkayuan, melalui 
Keppres No. 80/2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. 
















